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FERATURAN DAERAH FROFINSIDAERAH TBSGKATISUMATERA UTARA
NOMOR; 3 TAHUN 1999

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
PROPINSI DAERAH TINGKATI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNTJR KEPAIA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa Kepcogurusan Perusahaan Daerah Air Minum TirtanadiPropinsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara yang berdasarkanPcr&tar&n Menteri Dalam Ncgeri Nomor 690-1572 Tahun 1985sebagai dasar penerbitan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1Sumatcra Utara Nomor 25 Tahun 1985 tentang Pcrusahaan DaerahAir Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara telah
dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 7 Tahun
1998 tentang Kcpcpguruaan Pcrusahaan Daerah Air Mimim,

b. bahwa untuk penyesuaian kepengurusan Pcrusahaan Daerah AirMinum Tirtanadi Propinsi Daerah Threat I Sumatera UtaraBcbagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam NcgeriNomor 7 Tahun 1998 dimaksud maka Peraturan Daerah PropinsiDaerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 25 tahun 1985, pcrlu diganti
deogan Peraturan Daerah yang bant;

c. bahwa untuk maksud diatas pcrlu ditetapkan dengan PeraturanDaerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembcntukan DaerahOtoDom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan PembcntukanDaerah Propinsi Sumatera Utara (Lembanm Negara Tahun 1956Nomor 64,Tambahan Lcbaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah(Lembanm Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan LembaranNegara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokPemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengeldaanIingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 68, TambahanLembaran Negara Nomor 3699);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang PembcntukanDaerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 40);
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Pass!5

(1)- Tupatn pokok Perusahaan Daerah adalah untuk mengcmbangkan
Pcrckooomun Daerah dan rocningkalkan Pcndapalan Daerah cicngan
meogelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang
memenuhi persyaraUn kesehatan, serta meningkatkan kualitasImgktmgan dengan memberikan pelayanan penyaluran air limbah danpeogompolan mcLalui sistim perpipaan dalam rangka untuk mcncapai
kesejataeraan masyarakat pada umumnya.

(2). Untuk tcriaksananya tujuan dimaksud Perusahaan Daerah mempunyai
kegiatxn/ laparogan iraaha ;

Mengclola, pendistribusian pelayanan air minum yang memenuhi
porsyaratan kesehatan kepada masyarakat secant merata, tertib
dan teratur,

a.

Melaksanakan segala usaha kegiatan yang berkaitan dengan
pcngclolaan pembuangan air limbah dalam suatu sistim yang
memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan;

b.

Pcngclolaan kegiatan dimaksud dilakukan dengan berpegangpada ptinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak
meiupakan fungsi sosialnya.

c.

Pasal 6

(1). Perusahaan Daerah terdiri dan satu Kantor Pusat dan beberapaCabang/ Unit sesuai dengan kebutuhan berpedoman kepada peratwanperuadang-undangan yang beriaku.
(2\ Penambahan dan peagurangan Unit dan atau Cabang PerusahaanDaerah dapet dilakukan dengan persetujuan tertulis Kcpala Daerah.

Bagian Kedua
Modal

PasaI 7

(1). Modal Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesarRp. 200.CXX).000.000,- (Dua ratus milyar rupiah).
(2). Sctnua Aktrva dan Pasiva Perusahaan menjadi Modal PerusahaanDaerah scbagzimana dimakmd dalam ayat (1) pasal ini.
(3). Penyertaan Modal' dalam rangka keijasama dengan piliak keUga dapatdilakukan dengan persetujuan Kcpala Daerah.
(4). Pcnambaham Modal dasar ditetapkan dengan Peraturan DaerahPropinsi Daerah Tingakat I Sumatcra Utara
(5). Senna alal likuida disimpan dalam Bank Pembangunan DaerahSumatcra Utara atau Bank Pcmcrintah.
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Bagian KefJga
S»«MI Orgamtoad Daa Tata Kerja Penuahaaa Daerah

Paaal 8

Sosunan Organisasi dan Tata Kctja Penisahaan Daerah
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan
bcriaku aesudah mcndapat pcngcsahan Kepala Daerah.

Bagiaa Kempat
Pengurus Penuahaaa Daerah

Paul 9

Pcngurus Penisahaan Daerah terdiri dari :
a. Direksi
b. Badan Pengawas

Bagiaa Keiima
Direksi

Paul 10

(I). Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi paling banyak 4
(empat) orang dan soorang diantaranya diangkat sebagai DirekturUtama dan lainnya sebagai Direktur.

(2> Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah
dan diutamakan bukan dari Pegawai Negeri atas usu] Badan
Pengawas.

(3). Pengangkatsn Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu
dalantik dan diambil sumpah/ janji oleh Kepala Daerah.

Paul 11

(1). Direksi menjalankan Pimpinan Penisahaan Daerah schari-liaribcrdasarican kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kepala
Daerah dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturandan Tata Tertib serta Tata Kcija yang ditetapkan serta
memperhatikan ketentuan Peraturan Pcrundang-undangan yang
bcriaku.

(2> Direksi mcngek>ia serta bertanggung jawab atas kekayaanPenisahaan Daerah.

(3). Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui BadanPengawas mengenai harta kekayaan Penisahaan Daerah yangtidak digunakan lagi/ bermanfaat lagi (Idle Asset) untukdijuaL
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Pasal 12

Direksi dalxm mengclola Perusahaan Dacrah mempunyai tugas sebagai
bcrikut :

(1). Memimpin dan mcagcndalikan scmua kegiatan Pemsahaan
Dacrah.

(2). Mercocanakan dan mcnyusun program kerja Perusahaan Dacrah.

(3). Mcmbtna Pcgawai.
(4). Meogurus dan mcngclola kekayaan Perusahaan Dacrah.

(5> Mccyclcnggarakan administrasi umum dan kcuangan.
(6). Mdaksanakan kegiatan teknik Perusahaan Daerah.

(7). Mcwakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar

(8). Mcnyampaikan laporan berkala kepada Guberaur Kepala Daerah
Ttngkai I Sumatera Utara mclalui Badan Pengawas mengenai
scluruh kegiatan tennasuk Ncraca dan perhitungan Laba/ Rugi.

Pasal 13

(1). Direksi dalam mcngclola Perusahaan Daerah mempunyai
wesveoang sebagai berikut :

a. Mmgangkat dan memberhentikan pcgawai.
b. Meagangkat pcgawai untuk menduduki jabatan dibawah

Direksi

c. Mcnandatangani Pinjaman sctclah mendapat persetujuan
Kcpaia Dacrah.

d. Mcnandatangani Ncraca dan Perhitungan Laba/ Rugi.
e. Mcnandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

(2). Persctujuan Kepala Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hump c dibenkan sctclah terlebih dahulu mendengar
pertiinbangan t-taHan Pengawas.

Pasal 14

(1). Selaxnbai-lambatnya 6 (enam) bulan sctelah berakhir tahun buku,
Direksi mcnyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Badan
Pengawas yang terdiri dan Ncraca dan Perhitungan Laba/ Rugi
Tabunan.

(2X Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan
Perhitungan Laba/ Rugi Tahunan Perusahaan Dacrah diatur sesuai
dengan Pcraturan perundangan yang bcrlaku.
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Pasal 15

Pengfctsilan Direkai terdiri dan gaji, tuqjangan danjasa produksi.
Pasal 16

(1). Tunjangan scbagaimana dimaksud pada paaal 15 terdiri dari :

a. Tunjangan kesdhatan.

b. Turgangan bimhuian

c. Perumaban dims atau uxng sewa rumah yang pantaa.

(2). Jasa Produksi sebagaimana dimaksud paaal 15 Peraturan Daerah
ini diberikan setiap tahun jika Perusahaan rocmpcroleh

(3). Besarnya tunjangan dan jasa produksi scbagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerahsctclah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dankemampuan Perusahaan Daerah.
(4). Jumlah scluruh biaya untuk pcnghasilan Direkai, HonorariumBadan Pengawas, pcnghasilan pegawai dan biaya tenaga keijalairmya tidak bolch mclcbihi 30% (tiga puluh per seratus) darisehmih rcalisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yangbctjalan.

(5). Kepada Direksi diberikan dana Representasi setinggi-tingginya75 % (Tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah pcnghasilanDireksi dalam satu tahua

(6> Pcasiun Direksi diatur sesuai dengan Peraturan Dana PcnsiunBersama (Dapcnma Pamsi).

Raglan Ken»
Syarat-Syarat, Peagangkataa, Cnti dan Pemberhentian

Anggota Direksi

Pasal 17

1. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi hanis mcmcnuhiposyaralaan sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia.
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c. Mcmpunyai akhtak dan moral yang baik.
d. Sctia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
e. Sctia dan taat kepada Negara dan Pemcrintah, baik PemerintahPusat nrnupun Pcmcrintah Daerah.
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£. Tidak pemah tcrLibat baik 1angling maupun tidak langrong

dalam scdap kcgiatan yang mcnghianati Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang bcrdasarkan Pancasila dan Undang-Unidang Dasar 1945 scpcrti O 30 S/PKI atau organisasi tcriaxang
lainnya.

g. Manpunyai rasa pcngabdian tcrhadap Nusa dan Bangsa
tenitama kcpada Pemerintah Daerah.

h. Tidak dicabut hak pilihnya bcrdasarkan keputusan Pengadilan

L Manpunyai pendidikan Saijana (SI) sesuai bidangnya.
j. Manpunyai pengalaman keija minimal 5 (lima) tahun

mcngdola Perusahaan Daerah yang dibuklikan dengan Sural
Keterangan (Referensi) dari Perusahaan Daerah sehelumnya
fWtgan pcnilaian baik.

k. Manbuat dan mengajukan proposal tentang visi dan misi
Perusahaan Daerah.

L Pemah mengikuti pelatihan manajemen air mimim di dalam
atau di luar negexi.

m. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling
tmggi 52 (lima puhih dua) tahun.

n. Bcrwibawa dan jigur.

a Balanpel tinggal di Medan.
p. Tidak tericait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau

dengan anggota Badan Pcngawas atau dengan anggota Direksi
kinnya sampai dcrajal ketiga baik menurut garis lurus maupun
kesamping tennasuk mcnantu dan ipar.

2. Anggota Direksi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan mcmangkujabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :

a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau PerusahaanSwasta atau jabatan lain yang berhubungan Atngan pcugelolaan
Perusahaan

b. Jabatan Struktural dan Fungsionai lainnya dalam Instansi/Lexnbaga Pemcrinlah Pusat dan Daerah.
c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturanPerundang-undangan yang beriaku.
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Pasal 18

(1). Mm jabstan Anggota Dircksi selama 4 (empat) tahun dan dapat
<4tar>gWt Vm-thali imfiilf gatU kali rnana jahatan

(2). Peogccualiah terhadap ayat (1) dapat dilalnikan apabila salah
soorang Direktur diangkat mcnjadi Dircktur Utama.

(3). Pcngangkatan bcmbali sebagai
rKlaknkan apaKila anggota Dircksi tCTSebut mampn mgningkatkan
kmcqa Perusahaan Daerah Air Minutn dan pelayanan kcbutuhan
air minum kepada masyarakat sctiap tahun.

dimaksud pada ayat (1)

Pasal 19

JDa sctcLah pengangkatan Dircksi ternyata mereka masuk dalam
bubungan kcluarga scbagaimana dimalrmut pada Pasal 17 hump p,
maka imtuk mclanjutkan jabatannya dipcrlukan izm tertulis dan Kepala
Daerah.

Pasal 20

(IX Anggota Dircksi mcmpcroleh hak cuti sebagai berikut :

a. Cud tahuoan selama 12 (dua bclas) hari keija.

b. Cud besar/ cud paqjang selama 2 (dua) bulan untuk 1 (satu)
kali mass jabatan.

c. Cud meounaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari

(2X Pelaksanaan hak cud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini dilaksanakan sctclah mendapat persetujuan Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk.

(3X Anggota Dircksi selama mclaksanakan cud mendapat penghasilan
peauh dan Perusahaan Daerah.

Pasal 21

(IX Anggota Dircksi dapat diberhendkan dengan alasan :

a. Atas pennintaan sendiri.
b. Ksreoa kesehatan tidak dapat mclaksanakan tugasnya.
c. Tidak mdakukan tugasnya sesuai dengan program keija

yang tclah disetujui.

d. Tcrlibat d*l»m tindakan yang merugikan Perusahaan
Daerah.

e. Tcrlibat dalam tirvtak pidana

£ Merugikan Perusahaan Daerah.
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(2). Apabila anggcrta Direksi diduga mclakukan salah satu pcrbuatan

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini hurup c, d, e dan f BadanPengawas segera mclakukan pcmeriksaan terbadap yang
benaagkutan.

(3). Apabila berdasarkan hasil pcmeriksaan terhadap anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti mclakukanpcrbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera mclaporkan
kepada Kcpala Dacrah.

(4). Kcpala Dacrah paling lama 7 (tujuh) hari keija aetelah mcncnma
laporan dari Badan Pengawas, sudah haras mengeluarkan SuratKeputusan tentang pemberbentian sebagai Anggota Direksi.

(5). Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) hurup a dan b diberhentikan dengan hormat

(5). Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurup c, d, c dan f diberhentikan dengan tidak hormaL

(T), Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (1) hurup bdiberikan pesangon yang besarnya ditetapkan oleh Direksi setelahmeodapat persetujuan Badan Pengawas.

Bagiaa Ketajah
Kepegawaiaa

Pasal 22

Kctcntuan Pokok-Pokok Kepegawaian serta Pokok-PokokPenggajian dan Pcngbasilan Badan Pengawas, Direksi dan PegawaiPenxsahaan Dacrah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KepalaDacrah dengan mempedomani Peraturan yang beriaku setelah terlebihdabulu mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

Baglai Kedeiapan
Badaa Peagawas

Pasal 23

(1). Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.
(2). Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari Pqabat Daerah Tingkat I, Pcrorangan dan MasyarakatKonsumcn yang mcmcnuhi persyaraian.
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Fatal 24

Untuk dapat diangkat meiyadi anggota Badan Pengawas hams
nv^Tvrnthi pcnyarztxn :

a. Warga Negara Indonesia.
b. Bcrtakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.
d. Setia dan taat kcpada Pancasila dan UUD 1945.
e, Seda dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Daerah.

£ Tidak pemah tcrlibat baik langsung mauptm tidak hmgsung
dalxm setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang bcrdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti O 30 S/PKI atau organisasi terlarang
kamnya.

g. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa
tenttama kepada Pemerintah Daerah.

h. Tidak dicabut hak jxlihnya bcrdasarkan keputusan Peogadilan.
L Mcnguasai manajcman Perusahaan Daerah..
j. Meoyediakan waktu yang cukup.
k Tidak tcrkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau

dengan anggota Dircksi sampai derajat ketiga, baik menurut
garis hmis maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

L Apabila hubungan keluarga teijadi setelah pengangkatan, untuk
meLanjutkan jabatan harm mendapat izin tertulis dari Kepala
Daerah.

m. Pengangkatan anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan
Sural Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

(1). Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang,
soorang dtantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.

(2). Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kcmbali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3). Pengangkatan kcmbali dilakukan apabila anggota BadanPengawas terbukti mampu mclakukan pengawasan terhadap
kegiatan Dircksi dan memberikan pendapat dan saran kepada
Kepala Daerah sehingga Perusahaan Daerah
memngkatkan kineija dan pelayanan kebutuhan air minum
kepada masyarakat

mampu
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(4). Anggota Badan Pengawas sebelum meqjalankan tugasnya teriebih
dahohi dilarrtik dan diambil sumpah/ janji olch Kcpala Dacrah.

Pawl 26

Salih scoring dari anggota Badan Pengawas diangkat menjadi
Sekretaris Badan Pcngawas. Untuk membantu kclancaran tugas-tugas
Badan Pcngawas. dapat dibentuk Sekretariat Badan Pcngawas denaan
Stint Krputusan Ketua Badan Pengawas.

Pasal 27

Badan Pcngawas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengawasi kegiatan Dircksi dalam mcqjalankan Perusahaan;
b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kcpala Dacrah terhadap

pengangkatan Anggota Dircksi;
c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kcpala Dacrah terhadap

Program Kerja yang diajukan oleh Dircksi;
d- Memberikan pendapat dan saran kepada Kcpala Dacrah terhadap

reacana perubahan status kekayaan PDAM;
e. Memberikan pendapat dan saran kepada Kcpala Dacrah terhadap

reacana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
£ Memberikan pendapat dan saran kepada Kcpala Daerah terhadap

laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 28

Badan Pcngawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Membcri pexingatan kepada Dircksi yang tidak mclaksanakan tugas
sesuai dengan program keija yang tclah disetujui;

b. Mcmcriksa Anggota Dircksi yang diduga mcrugikan PDAM;

Pasal 29

(1). Badan Pcngawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3(tiga)
bulan aekali dan sewaktu-waktu diperlukan.

(2). Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah
sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kew^jibannya.

(3). Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah
twtfnir mufakat.

(4). Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat
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Pftsal 30

(1). Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan aiasan :

«. Atas pcrminlaan scodiri.
b. Karcna kcschatan, lidak dapat melaksanakan tugasnya.

C. Tcrllbat dalam fitvialran yang mcnigikan Pminahaan
Dacrah.

d. Teriibat dalam Kodak Pidana

e. Mcragikan Pcnisahaan Dacrah.

(2). Apabita anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu
perbuatan scbagaimana dimaksud pada pasal ini hurup c, d dan e
Kepala Dacrah scgera melakukan pemcriksaan tcrhadap yang
bersangkutaa.

(3). Apabila berdasarkan hasil pemcriksaan tcrhadap anggota Badan
Pengawas scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tcrbukti
melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Dacrah paling
lama 7 (tujuh) bari kerja mengeluarkan Surat Keputusan Kepala
Dacrah tentang pcmbcrhcntian sebagai anggota Badan Pengawas
dan dapat dituntut sesuai dcngan ketentuan hukum dan
Pcrundang-undangan yang bcrlaku.

Pasal 31

(1). Peaghasflan Badan Pengawas tcrdiri dan :

a. Uang Jasa

b. Jasa Produkxi

(2). Besamya uang jasa Badan Pengawas adalah sebagai berikut :

a. Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 %
(empal puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

b. Sckrctaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar
35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur
Utama.

c. Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30 %
(tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

(3). Kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi
yang besaraya chtetapkan Kepala Dacrah dcngan
memperihitungkan kemampuan kwiangan Perusahaan Daerah.
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Bagian Keaenbibui

Tauggug jawab daa Tunfatan Gaati Rugi

Pasal 32

(1). Dircksi, scrta scmua Pcgawai Pcrusahaan Dacrab alas
tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam
mriakukan kewajibarmya dan tugas yang dibebankan kepadanya
baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian
Pcrusahaan Dacrah, disamping dia dapat dihukum scsuai dcngan
keteatuan hukum yang bcrlaku diwajibkan pula mcngganti
seluruh kcrugian yang timbul akibat pcrbuaiannya.

(2). Ketentuan tentang tuntutan hukum dan ganti rugi sebagai mana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dacrah
setelah mendengar peitimbangan Badan Pcngawas.

Bagiaa Keaepoluh
Talma Buka

Pasal 33

Tahun buku Pcrusahaan Dacrah adalah tahun takwim yaitu dan tanggal
1 Jtnoari sampai tanggal 31 Dcscmber.

Bagiaa Keaebdas
Aaggaraa Penuahaaa Dwnk

Pasal 54

(1). Sclambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir,
Dircksi hams menyampaikan rcncana anggaran Pemsaan Dacrahkepada Kepala Dacrah mclalui Badan Pcngawas untuk mendapat
persettjuan Kepala Dacrah.

(2). Dcngan mendengar pertimbangan Badan Pengawas, Kepala
Dacrah mensyahkan rcncana anggaran sebagai dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini sebelum mcmasuki tahun buku baru.

(3). Dalam hal Kepala Daerah tidak mengemukakan keberatan ataupenoLakan atas rcncana anggaran Pcrusahaan Daerah sebelummcmasuki tahun buku baru, m*1r» rcncana anggaran tersebutbedaku aepeouhnya.

(4). Perubahan anggaran yang teijadi dalam tahun buku yangbemngkutan hams mendapat persetujuan tcrlcbih dahulu dariKepala Daerah seteiah mendapat peitimbangan dari BadanPengawas.
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Baglas Keduabelas
PengeJoUai Baraig Mltik Peri&ahaan Daerak

Paaal 35

Tata can pcnjualan, pcmindah tanganan ataupun pembebanan atas
aktiva tctap Pcrusahaan Dacrah aerta pcncrimaan piqjaman jangka
mcocQgalv' pan^ang dan pcmbcrian pinjaman dalam bcntuk apapun
serta tidak menagih lagi dan penghapusan dan pembukuan piutang dan
pcraodiaan banng olch Pcrusahaan Dacrah diatur olch Kepala Dacrah
berdasarkan Peraturan Pcnmdang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabeta
Kerjasama antara Pcrusahaan Daerak dengan Plkak Ketiga

Pasal 36

Kcrjasama Pcrusahaan Dacrah dengan pihak ketiga dilakukan olch
Dircksi Pcrusahaan Dacrah dengan peraetujuan Badan Pengawaa dan
bopedoman kepada peraturan pcnindang-urvdangan yang berlaku.

Bagian Keempatbeta
Perhitugaa Tahaaaa

Paaal 37

(1). Sdamhat-faunbataya 6 (cnam) bulan setelah berakhir tahun buku,
Dircksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Badan
Peng*was yang terdiri dan Neraca dan Pcrhitungan Laba/ Rugi
tahunan

(2). Ncraca dan Pcrhitungan Laba/ Rugi aebagaimana dimabud dalam
syzt (1) paaal ini harus diaudit olch Akuntan yang dituxyuk olch
Kepala Dacrah.

(3). Setanbat-tanbatnya 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan Akuntan
Ktesai, Dircksi menguimkan hasil pemeriksaan dimaksud aerta
pandangan Dircksi tentang masa depan Pcrusahaan Dacrah
kepada Kepala Dacrah, Badan Pcngawas dan Badan-Badan
lainnya sesuai dengan peraturan pcnmdang-undangan yang
bcriaku.

(4). Ptrintongan tahunan aebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disyahkan olch Kepala Dacrah setelah tcrlebih dahulu mendwigar
pcrtnnbangan Badan Pcngawas.

(5> Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud
disampaikan, Kepala Dacrah tidak mengajukan keberatan atas
pcrhitungan tahunan rtu maka pcrhitungan itu dianggap telah
dasyahkaa.
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Bagian KeUmabeUs
Peaetapaa dan Peaggaaaaa Laba

Fatal 18

Peagguxuan laba bereih terdiri atas :

Untuk Kas Daerah 23 %

b. Ustuk Dana Pembangunan Daerah 30%

C. T htfnk Parfangsn T Tmntn 25 %

d. Untuk Jasa Prodoksi 10%

e. Untxxk Tunjangan Hah Tua 10 H

Peaibabaraa Perasakaaa Daerah

Pasal 39

(1). Pembobanm dan penunjukan likuidator Pcrusahaan Daerah
ditctapkan dcngan Pcraturan Daerah.

(2). Sisa kckayaan Pcrusahaan Daerah setclah Hiadalran lilniidasi
mcnjadi hak Pcmcnntah Daerah.

(3). Ptitaaggung jawaban likuidator discrahkan kepada Kepala
Daerah.

BABIY
KETENTUAN FENUTUP

Fatal 40

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Pcraturan Daerah ini akan diatur
Icbih lanjut dengan Kcputusan Kepala Daerah sepanjang
mengenai pelaksanaarmya.

(2). Dengan beriakunya Pcraturan Daerah ini, maka Pcraturan Daerah
Proptnsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara Nomor 11 Tahun 1979
tentang Pcrusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatcra Utara sepaxyang tidak bertentangan dcngan
Pcraturan Daerah ini maaih tetap beriaku.

(3). Dcngan beriakunya Pcraturan Daerah ini maka :

a. Pcraturan Daerah Proptnsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara
Nomor 25 Tahun 1985 tentang Pcrusahaan Daerah Air Minum
Tirtanadi Proptnsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara.
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b. Peraturan Dacrah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara

Nomor 6 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara Nomor 25
Tahun 1985 tentang Pcrusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi
Propinsi Dacrah Tingkat I Sumatera Utara.

dicabut dan dmyatakan tidak beriaku lagi.

P«M141

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya mcmcrintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatamiya dalam
Lembaran Dacrah Proptnsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 29 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I

SUMATERA UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA

dto dto

H.MISUAK T.RIZAL NURDIN

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Dcngan Surat Kqjutnsan
Nomor
Tanggal : 27 Mei 1999

:535.22 - 540

Diundan^kan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Dacrah Tingkat1Sumatera Utara
Nomor
Tahun

53
1999
D Koir.or 52

Pada Tanggal : 15 — 6 — 1999
Sen

Sefcretaris Wdayah/ Daerah
o

bisEt
5U0001

%•Um ^
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH FROPINSIDAERAH TINGKATI SUMATERA UTARA

NOMOR t 3 TAHUN 1999

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

L UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatcra IJtaramcmpunyai kegiatan meagclola, peDdistribusian dan pelayanan air minum yangmcmcnuhi pcrsyaxatm kepada masyarakxt dan mcngclola pcmbuangan air limbah dalamsuatu sistim yang merocauhi persyaratan kcscbatan WngVimgan, yang didirikanbcrdaaarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara Nomor 11Tahun 1979.

Untuk mengembangkan dan mcntngkatkan pcran Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara perlu menyempurnakan PeraturanDaerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara Nomor 11 Tahun 1979 menggantinyadengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara Nomor 25 Tahun1985 jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara Nomor 6 Tahun1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I SumatcraUtara Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi PropinsiDaerah Tingkat 1Sumatcra Utara.

Bahwa dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara Nomor 25Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat 1Sumatcra Utara, peogaturan mengenai Badan Pengawas, Direksi Perusahaan Daerah AirMinum Tirtanadi berpodoman kepada Peraturan Mentcri Dalam Negcri Nomor 690-1572Tahun 1985 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi danKepcgawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
Bahwa dengan semakin berkembangnya Perusahaan Daerah Air Minum TirtanadiPropinsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara utamanya dalam menyongsong era globalisasisangat dipcrlukan kepcngurusan Perusahaan Daerah Air Minum yang lebih berhasil gunadan berdaya guna sehmgga mampu mcntngkatkan kineija Perusahaan yang semakin baikserta dapat lebih menrogjratkan pelayanan kepada masyarakat, baik dan segi kuantitas,kualitaa maupun koatmnitas air yang dipaaok kepada konsumen.
Untuk dapat meocapai hal dinuksud Pemerinlah menerbitkan Peraturan Mentcri DalamNegcri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepcngurusan Perusahaan Daerah Air Minum danmencabut Paatunm Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985.
Dengan ditcrbitkannya Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentangKepcngurusan Perusahaan Daerah Air Minum maka Peraturan Daerah Propinsi DaerahTingkat I Sumatcra Utara Nomor 25 tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi, jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara Nomor 6Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat ISumatcra Utara Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Air Minum TirtanadiPropinsi Daerah Tingkat I Sumatcra Utara perlu disempumakan Hignnti rfangnnPeraturan Daerah yang baru.
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1L FENJELA&AN PASAL DEMI PA&AL :

Paul 1 Cukup jelas

Paul 2 Cukup jelas

Paul 3 Cukup jelas

Pasai 4 Ayat (1) Perosahaan Daerah Air Minum Dati n yang bclum dapat
mcningkatkan Idneijanya, dan masih mcmbutuhkan
baotuan peningkatan pelayanan secant optimal dapat
mengajukan pcrmohonan kcpada Perusahaan Daerah Air
Minum Tirtanadi untuk dijadilran sebagai Dhang

s
t

Ayat (2) Untuk dapat dijadikan sebagai Cabang PDAM Tirtanadi,
Pcmerintah Daerah Tingkal II yang bentangkutan hams
teriebih dahulu mergajukan pcrmohonan tertulis kepada
Gubcrnur Kepala Dasrah Tingkat I Sumatera Utara.

Paul 5 Ayat ( l ) Yang dimaksud dcigan Air Limbah ialah scluruh air
buangan dari banguran termasuk tinja, kecuali air cucuran
hujan.
Air buangan /air limltah industri tidak termasuk dalam
ketentuan ini, pcnjclolaannya dilaksanakan sendiri oleh
pengusaha industri yang
ketentuan penmdang-undangan yang beilaku.

!
bentangkutan sesuai dengan

Ayat (2)
horuf a d»n b Cukup jelas

bumf c Apabila mcnaikkan tarif air minum terlebih dahulu
diberitahukan'dikonsultasikan dengan DPRD Propinsi
Daerah Tingkat I Suriatcra Utara.

Paul 6 Cukup jelas

Paul 7 Ayat (l) Dengan bertambahnya bidang usaha Perusahaan Daerah
dan pengembangan Perusahaan Daerah dipcrlukan
peoambahan modal untuk mengelolanya.

Ayat (2) s/d Ayat (5) Cukup jelas

Pasai 8 Cukup jelas

Pasai 9 Cukup jelas
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Pasal 10 Ayat (1) Ragi Pcrusahaan Dacrah Air Minum yang bidang usahanya
lobih dari satu maka dapat diangkat Direksi sebanyak
4(empat)orang.

Ayat (2) s/d Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cuknp jclas

Pasal 13 Cukup jclas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jclu

Pasal 16 Cuknp jclas

Pasal 17 hurufas/d h Cukup jclas

hnruf L Yang dimaksud dcngan Saijana (SI) scsuai bidangnya
adalah disiplin ilmu yang dimilildnya.

horuf j. Yang dimaksud dcngan pcngalaman ketja minimal 5(lima)
tahun adalah pcngalaman Halam bidang Pdlisahaan
Dacrah.

humf k s/d 1 Cukup jclas.
burufm. Yang dimaksud dcngan usia 52 tahun adalah bagi

scsoonmg yang bclum pcmah sama sckali mcnjabat scbagai
Anggota Direksi pada suatu Pcrusahaan Dacrah.

hurufns/dp : Cukup jclas

Pasal 18 Ayat (3) Yang dimaksud dcngan, pelayanan kebutuhan air minum
kepada masyarakat setiap tahun adalah pelayanan
kebutuhan air minum dalam jumlah yang cukup mcmadai
baik secant kuantitas, kualilas maupun kontimaUutnya.

Pasal 19 Bila seseocaag diangfatt mcqjadi anggota Direksi dan
icrnyau dikemudian yang bersangkutan mempunyai
babongra kehiarga sebsgaimana dimaksud pada Pasal 17
buruf p, maka untuk mdaryutkan jabatannya harus
mendapat izin tertulis dari Kcpala Dacrah.

Pasal 20 Ayat (1)
urufadxnb Cukup jclas

hnruf c : Yang dimaksud dcngan cuti menunaikan ibadah haji
pada Pasal ini adalah l(satu) kali dalam l(satu) masa
jabatan.
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Pasal 21 Ayat (l)
burafas/d c: Cukupjciaa

huruf d. Vang rlimakmtt tfengan tCflibal Halam limlalm yang
merugikan Permahaan Daerah yaitu turat serta dalam
peraekongkolan yang bertujuan merugikan Perusahaan
Daerah.

hnrufe Coknpjdas

huruff Yang dimaksud dengan merugikan Penuahaaa Daerah
adalah mclakukan Unggung tindakan yang merugikan
Perusahaan Daerah.

Ayat (2 ) s/d Ayat (7) Cukup jcia*.
Paaai 22 Yang dimaksud dengan peraturan yang bertaku tennasuk

Peraturan Mcnteri Tcnaga Keija R.I. No. 03 Tahun 19%.

Paaai 23
Ayat (1) Cokopjeias

Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pejabat Daerah Tingkat I ialah
Pejabat Pemcrintah Daerah Tingkat I Sumatcra Utara yang
ditsojuk oleh Kepaia Daerah Tingkat I Sumatcra Utara

Yang dimaksud dengan peronmgan ialah seaeorang yang
menguasai manajcmen Perusahaan Daerah Air Minum.

Yang dimaksud dengan masyarakat konsumen ialah yang
drtunjuk langnmg dan peianggan PDAM Tirtanadi dan
dtutamakan bukan pejabat Pemcrintah Daerah

Pasal 24 Cukupjelas

Pasal 25 Cutup jelas

Pasal 26 Cukxip jcLas

Pasal 27 Cukupjelas

Pasal 2« Cukupjelas

Pasal 29

Ayat (l) s/d (3) Cukupjelas

Ayat 4 Yang dimaksud dengan Risalah Rapat ialah Notulen yang
manual hasil keputusan rapat

Pasal 30 Cukupjelas
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Paaal 31 Cnknpjelas

Paaal 32 Cuknpjdas

Paaal 33 Cufaipjelis

Paaal 34 Cuknpjdas

Paaal 33 Cuknp jclas

Paaal 36 Cukup jclas

Paaal 37 Ayat (l) s/d
Ayat (3) Cukupjclai

Ayat (4) Peogesahan mana bcrarti membenarkan Direksi ataa aegala
aeauatu yang termasuk dalam pcrhitungan itu.
Cukupjdaa.Ayat (5)

Paaal 3« Cuknpjela*
Paaal 39 Cukopjelas

Paaal 40 Cokopjelas

Paaal 41 Cokopjelas


